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A. [bookmark: _TOC_250030]Latar Belakang

Kejahatan berbasis kekerasan merupakan ancaman nyata bagi stabilitas sosial, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Bentuk kejahatan ini meliputi perampokan bersenjata, terorisme, kerusuhan massa, penyanderaan, hingga tindak kriminal lainnya yang mengancam keselamatan individu maupun kelompok. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan berbasis kekerasan memiliki implikasi yang serius karena tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga memicu keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani dan menanggulangi kejahatan semacam ini.
Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara, memiliki peran strategis dalam menghadapi kejahatan berbasis kekerasan. Unit ini dilatih secara khusus dalam menghadapi situasi darurat dan ancaman berintensitas tinggi, seperti gangguan keamanan berskala besar, penyergapan kelompok bersenjata, dan operasi penegakan hukum dalam kondisi yang sulit. Dengan kemampuan taktis dan persenjataan yang lebih lengkap dibandingkan dengan satuan kepolisian reguler, Unit Pelopor Brimob berperan sebagai garda terdepan dalam operasi penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan di Sumatera Utara.
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Dalam perspektif hukum pidana, keterlibatan Unit Pelopor Brimob dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip proporsionalitas, legalitas, dan profesionalitas menjadi aspek utama dalam pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan dari sudut pandang hukum pidana guna memastikan tindakan mereka tetap dalam koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan. Selain itu, kajian ini juga akan mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan serta implikasi hukum yang muncul dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh unit tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan profesional dalam menghadapi kejahatan berbasis kekerasan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.


B. [bookmark: _TOC_250029]Rumusan Masalah

1) Bagaimana peraturan yang mendasari peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan?
2) Apa kendala dalam penegakan hukum yang diterapkan oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam menangani kejahatan berbasis kekerasan?
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3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam menangani kejahatan dengan kekerasan?


C. [bookmark: _TOC_250028]Tujuan Penelitian

1) Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan.
2) Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan.
3) Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam menangani dan menanggulangi kejahatan berbasis kekerasan secara efektif.


D. [bookmark: _TOC_250027]Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh satuan khusus kepolisian seperti Brimob.
b) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran aparat kepolisian dalam menangani kejahatan berbasis kekerasan.





2) Manfaat Praktis

a) Memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak kepolisian, khususnya Unit Pelopor Brimob Polda Sumut, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan.
b) Membantu pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik guna mendukung peran Brimob dalam penanganan tindak kekerasan.
c) Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai tugas dan tantangan yang dihadapi Brimob dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
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